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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN  

V.1 Kesimpulan  

1. KSP sama sekali berbeda dengan LKM berbadan hukum koperasi. KSP adalah 

lembaga pada rumpun koperasi yang tunduk pada UU 25/1992 dan aturan turunan 

dalam lingkup kerja Kementerian Koperasi dan UKM. Sedangkan LKM berbadan 

hukum koperasi merupakan lembaga intermediasi dengan bentuk koperasi jasa 

sebagai perluasan dari ketentuan UU 10/1998. LKM diatur dalam UU 1/2013 agar 

dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan izin usaha dari OJK, 

bukan izin usaha sebagai bank. Sayangnya, meskipun LKM mengelola dana 

masyarakat dalam bentuk simpanan, belum ada instrumen penjamin simpanan bagi 

LKM. Sebagai perbandingan, Bangladesh dan Jepang telah memiliki lembaga 

penjamin simpanan yang lingkup penjaminannya meliputi simpanan nasabah 

perbankan dan simpanan masyarakat di lembaga keuangan non-bank. 

2. LKM berbadan hukum koperasi memiliki karakteristik badan hukum yaitu 

pertanggungjawaban terbatas. Ketiadaan LPS-LKM menimbulkan ketidakpastian 

hukum bagi masyarakat penyimpan sebab mekanisme penyelesaian kewajiban pasca 

pencabutan izin usaha oleh OJK diserahkan kembali kepada pemegang saham atau 

anggota LKM yang notabene terbatas pada modal di dalam LKM. Lebih lanjut, 

pembentukan LPS-LKM tidak kunjung direalisasikan oleh otoritas. Sejak awal 

pembahasan UU 1/2013, Pemerintah Pusat gamang untuk mendesain LPS-LKM 

sebagaimana LPS-Perbankan. Oleh sebab itu, pembentukan LPS-LKM yang sempat 

diisukan pada 2015 akan dibuat di tingkat Provinsi sehingga Pemerintah Pusat tidak 

perlu mengambil andil yang besar. Akan tetapi, pembentukan LPS-LKM secara 
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sektoral dapat memicu beberapa konflik hukum seperti ketidakpastian, kecemburuan, 

dan batasan pengaturan pidana di tingkat daerah. 

3. Pembahasan tentang LPS-LKM pasca 9 tahun diberlakukannya UU 1/2013 perlu 

dibawa kembali ke permukaan. Landasan mengapa LPS-LKM perlu dibentuk 

diantaranya:  

a. Wujud keadilan ekonomi bagi sesama masyarakat yang mempercayakan dana 

kepada lembaga intermediasi. 

b. Dukungan terhadap LKM yang menjangkau masyarakat unbanked atau 

ekonomi bawah untuk memberdayakan dan menjembatani proses masyarakat 

keluar dari jerat kemiskinan.  

c. Kepastian hukum bagi LKM dan masyarakat penyimpan dalam dinamika 

bisnis keuangan serta untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 

LKM. 

V.2 Saran  

1. Pemangku kepentingan baik OJK, Pemerintah Pusat (Kementerian Koperasi dan 

UKM) dan Pemerintah Daerah perlu melaksanakan dan menguatkan sosialisasi untuk 

menyampaikan informasi yang komprehensif terkait LKM dan KSP sehingga 

diperoleh pemahaman di masyarakat terkait kelembagaan LKM berbadan hukum 

koperasi dan KSP.  

2. Pemangku kepentingan perlu segera mengkoordinasikan pembentukan LPS-LKM 

sebagai amanat UU 1/2013. Desain kelembagaan LPS-LKM dapat 

mempertimbangkan desain LPS-Perbankan mengingat keduanya sama-sama bergerak 

di bisnis uang. Selain itu, pemangku kepentingan juga dapat merujuk pada praktik 

baik penyelenggaraan LPS yang telah dilakukan oleh negara lain. 



77 
 

 
 

3. Penyusunan elemen norma dalam produk hukum landasan LPS-LKM dapat 

diupayakan sesuai dengan karakteristik LKM sekaligus tetap pada koridor 

akuntabilitas LPS-LKM.  
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